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A. Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi 

Di antara ciri negara hukum (the rule of law atau 

rechtstaat) adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam 

penyelenggaraan negara. Pembatasan tersebut dilakukan 

melalui hukum yang kemudian mendasari munculnya 

paham konstitusionalisme (constitutional state), yaitu 

negara yang menerapkan pembatasan dengan konstitusi. 

Berdasarkan ciri inilah, Indonesia disebut sebagai negara 

hukum. Dalam konsteks yang sama, gagasan negara 

demokrasi atau sering disebut dengan constituional 

democracy kerap dikaitkan dengan pengertian negara 

demokrasi yang berdasar atas hukum. Pada umumnya 

setiap negara yang menganut negara hukum 

memberlakukan beberapa prinsip dasar. 

Prinsip-prinsip tersebut yaitu supremasi hukum 

(supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality 

before the law), serta penegakan hukum dengan tanpa 

berlawanan dengan hukum (due process of law). 

Implementasi hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia 

memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. 

Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan UUD 1945 

sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Ini berarti, 

UUD 1945 berstatus sebagai norma pokok (grundnom) 

yang menjadi sumber utama tertib hukum di Indonesia 

PEMBENTUKAN 

PEMERINTAHAN 

INDONESIA 
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A. Pengertian Negara Hukum 

Negara Hukum merupakan esensi yang   

menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan 

negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara 

mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan 

hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan 

dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan 

negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar 

belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu 

timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan 

dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill of 

Right1689, hal ini menunjukan kemenangan parlemen atas 

raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-

pergolakan yang menyertai perjuangan Bill of Rights8. 

Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap 

pemerintahan tirani yang melakukan penindasan 

terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator 

dalam melakukan kekuasaannya.17 

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah 

negara yang penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara 

 

17  Bahder Johan Nasution, 2013, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: 

Mandar Maju,), hlm. 1 

PENETAPAN 

INDONESIA SEBAGAI 

NEGARA HUKUM 
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A. Kekuasaan Pemerintahan Menurut Perspektif Hukum 

Administrasi 

Obyek hukum administrasi adalah kekuasaan 

pemerintahan (bestuur; Verwaltung). Konsep pemerintahan 

(bestuur; Verwaltung) dibedakan dalam dua makna, yaitu 

materiil dan formil. Pemerintahan dalam makna materiil, 

berarti konsep   pemerintahan dirumuskan secara negatif, 

yaitu kekuasaan negara yang tidak termasuk kekuasaan 

legislatif dan kekuasaan yudusial (Tatigkeit des states die 

nich Gesetzgebung oder Justiz ist). Selanjutnya dalam makna 

formil pemerintahan diartikan sebagai bentuk tertentu 

tindak pemerintahan (een bepalde vorm van 

overheidsoptreden).39 

Pemaknaan demikian mengandung suatu 

pengertian fungsional tertentu, bahwa kekuasaan 

pemerintahan dalam praktik tidak pernah murni sebagai 

kekuasaan eksekutif sebagaimana teori yang diajarkan 

Montesquieu melalui Trias Politica nya (dalam praktik 

pemerintah melakukan aktivitas rule making, tidak sebatas 

rule executing belaka). Kekuasaan pemerintahan tersebut 

 

39  Prakke, L. & C.A.J Kortman.  1986, Het Bestuursrecht van de landen der Europese 

Gemenschappen, (Deventer : Kluwer), hlm. 83; Philipus M Hadjon, et.al, 2002, 

Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press,), hlm. 3-4 

KEKUASAAN 

PEMERINTAH 

NEGARA 
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A. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham 

Konstitusionalisme 

Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham 

Konstitusionalisme di Negara Demokrasi adalah perlunya 

pembatasan terhadap bentuk kekuasaan yang ada, batasan 

itu sudah di amanatkan dalam konstitusi negara tidak 

terkecuali menurut paham konstitusionalisme.55 

Demokrasi mempunyai arti penting bagi lapisan 

masyarakat yang menggunakannya, sebab demokrasi 

adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan 

hidup organisasi suatu negara. Konsep demokrasi lahir 

dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum, di 

yunani kuno telah diipraktekkan dalam kehidupan 

bernegara dalam abad ke 5 SM hingga abad ke 6 M, ketika 

itu pelaksanaan demokrasi dipraktekan yang bersifat 

langsung (direct democracy), artinya hak rakyat dalam 

membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara 

langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak 

berdasarkan prosedur mayoritas. 

Sejak dimunculkannya asas demokrasi telah 

menimbulkan masalah tentang siapakah yang berperan 

 

55  Alfauzi, R. I., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham 

Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. Jurnal Politica, 7(2), 111-133. 

KEKUASAAN DAN 

PENERAPAN 

PAHAM NEGARA 
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A. Perkembangan Politik Hukum Indonesia Pasca 

Reformasi 

Indonesia telah melalui berbagai perubahan-

perubahan politik antara konfigurasi politik yang 

demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan 

dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik tersebut, 

maka karakteristik produk hukum juga berubah. Pada saat 

konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk 

hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, dan 

sebaliknya saat konfigurasi politik tampil secara otoriter 

maka produk hukum   yang dihasilkan berkarakter 

ortodoks.  

Hukum sebagai produk politik sangat ditentukan 

oleh perubahan politik. Hal ini dapat dilihat dari situasi 

pada saat Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden 

Soeharto jatuh, maka hukum juga langsung diubah 

terutama hukum publik yang berkaitan dengan distribusi 

kekuasaan. Berbagai undang-undang di bidang politik 

produk orde baru langsung diubah dengan 

pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan 

PERGESERAN KEKUASAAN 

LEMBAGA NEGARA PASCA 

AMANDEMEN UUD NRI 1945 
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A. Desentralisasi dan Pelaksanaannya 

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang 

dan tanggungjawab atau kekuasaan untuk 

menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi 

manajemen dan administrasi pemerintahan dari 

pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat 

pemerintah atau perusahaan yang bersifat resmi otonomi, 

kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah, 

lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya 

masyarakat. (smith dalam Domai, 2011:15). 

Terdapat beberapa jenis Desentralisasi berdasarkan 

level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah daerah secara luas dibagi menjadi empat jenis, 

yaitu: 

1. Deconcentration : penyerahan sejumlah kewenangan 

atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan 

yang lebih  rendah dalam kementrian badan 

pemerintah. 

2. Delegation : perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi 

tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi 

regular dan hanya di kontrol oleh pemerintah pusat 

secara tidak langsung. 

DESENTRALISASI 

DAN OTONOMI 

DAERAH 
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A. Kebijakan Otonomi dalam Prespektif Daerah 

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas 

desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena 

kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya 

Otonomi Daerah, akan memberikan ´NHEHEDVDQµ� kepada 

Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang 

diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi 

masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan 

karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada 

masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi 

tuntutan dan keinginan masyarakat. 

Pada era Orde Baru pelaksanaan desentralisasi serta 

demokratisasi kurang berhasil. Ketika memasuki Era 

Reformasi, maka banyak orang yang percaya bahwa di era 

ini akan terjadi perubahan kearah yang lebih demokratis 

di seluruh lapisan serta aspek kehidupan masyarakat. 

Sebuah era dimana berbagai perubahan besar pada tata 

kehidupan sosial politik bangsa ini banyak dilakukan. 

Produk Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan 

kondisi masyarakat yang sedang berubah ini kemudian 

diganti atau bahkan dihilangkan sama sekali, termasuk 

berbagai peraturan serta perundang-undangannya.  

OTONOMI DAERAH DAN 

DESENTRALISASI DESA 
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